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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

تمُْ  إِنْ  سَن  تمُْ  أحَ  سَن   لِِنَ فسُِكُمْ  أحَ 

“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik 

bagi diri kalian sendiri” 

(QS. Al-Isra:7) 

 

“Barang Siapa Keluar Untuk Mencari 

Sebuah Ilmu, Maka Ia Akan Berada 

Di Jalan Allah Hingga Ia Kembali.” 

(H.R TIRMIDZI) 

 

“Dan Barang Siapa Menaruh Seluruh 

Kepercayaannya Kepada Allah 

(Tuhan), Maka Dia Akan Mencakupi 

Mereka.” 

(Q.S. At_Talaq: 3) 

 

“Selama Aku Percaya Dan Terus 

Melangkah, Aku Akan Mendapatkan 

Akhir Bahagia Dari Jalanku.” 

(Siti Hartini) 

 

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk : 
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 Orang tuaku terkasih 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pandemi COVID-19 di Indonesia telah sampai pada tahap yang 

memprihatinkan pada hari Kamis 22 Juli 2020, data sebaran Indonesia tercatat 

kasus possitif mencapai 91.751 jiwa dengan korban meninggal dunia 4.459 jiwa. 

Dalam rangka memutus tali penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah 

beserta jajarannya melakukan sebuah terobosan sebagai salah satunya yaitu PSBB 

(Pembatasan Sosial Berskala Besar). Aparat penegak hukum juga bersinergi untuk 

memutus penyebaran COVID-19 di Indonesia.1 

Negara Republik Indonesia (RI) selaku lembaga kekuasaan yang tertinggi 

memiliki kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap 

warganya melalui hukum-hukum yang terintegrasi didalam Undang-Undang (UU) 

No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi “Setiap 

manusia terlahir dengan membawa sesuatu yang hakiki dan universtal serta 

melekat sejak dilahirkan di muka bumi ini sebagai anugerah dari Tuhan Yang 

Maha Esa, yaitu hak yang harus dijunjung tinggi, dihormati serta dijaga.”2 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada untuk memastikan bahwa aparat 

penegak hukum tidak akan bertindak sewenang-wenang atau melebihi 

kewenangannya. Oleh karena itu, dalam hal penangkapan dan penahanan, Hukum 

                                                             
1 (KPCPEN, 2020) Satuan Tugas Penanganan COVID-19, ”Kabar Baik: Persentase 

Kasus Aktif Indonesia di Bawah Angka Dunia”https://covid19.go.id/p/berita/kabar-baik-persentase-

kasus-aktif-indonesia-di-bawah-angka-dunia, Diakses 16 Agustus 2020. Pukul 19.22 WIB 
2 (Lopa 2001), Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights Kejahatan Korupsi Dan 

Penegakan Hukum, Kompas, Jakarta, hlm. 149. 

https://covid19.go.id/p/berita/kabar-baik-persentase-kasus-aktif-indonesia-di-bawah-angka-dunia
https://covid19.go.id/p/berita/kabar-baik-persentase-kasus-aktif-indonesia-di-bawah-angka-dunia


  

Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang penangkapan dan penahanan, yang 

diatur dalam Pasal 16 sampai dengan 31 Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Dalam segala bidang kehidupan, khususnya dalam proses peradilan pidana, 

perlakuan yang adil dan manusiawi merupakan salah satu perhatian masyarakat, 

dan juga merupakan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Upaya-upaya sistem 

hukum pidana seringkali memanifestasikan dirinya sebagai pembatasan 

kemerdekaan, kebebasan, atau penahanan. Penahanan merupakan peristiwa 

khusus karena setiap penangkapan dan/atau penahanan harus dilindungi oleh hak 

atas kebebasan pribadi. Asas keadilan dalam negara hukum tidak dapat dipisahkan 

dari proses politik pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan individu, 

keadilan, dan supremasi hukum.3 

Pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia tentunya tidak selalu berjalan 

sesuai jadwal, dan dalam proses pelaksanaannya akan muncul berbagai masalah. 

Penulis berpendapat bahwa salah satu masalah HAM yang perlu mendapat 

perhatian serius adalah perlindungan HAM terdakwa. Hak asasi manusia para 

terdakwa seolah-olah terabaikan saat ini, mungkin karena keyakinan bahwa 

hukuman tidak lebih dari pembalasan dan pencegahan terhadap pelaku kejahatan, 

yang tidak sejalan dengan konsep pemidanaan modern saat ini. 

Berdasarkan ikonsep imodern isekarang iIni ihak-hak iseorang iTerdakwa 

idapat ijuga isudah imendapat ipengakuan, ihal iini idapat idilihat idalam 

iKumpulan iPrinsip ibagi iPerlindungan iSemua iOrang idalam iSegala iBentuk 

                                                             
3(Sutomo, 2001), Penangkapan dan Penahanan di Indonesia ditinjau dari sistem H.I.R 

sutomo surtiatmojo, Pradnya Paramita, cetakan ke 7,Jakarta, Gramedia, hal. 3 

 



  

iPenahanan iatau iPemenjaraan iyang iditerima ioleh isidang iumum iPBB ipada 

i9 iDesember i1988 idengan iresolusi i43/173 iMajelis iUmum, idisebutkan idalam 

iPrinsip i1 iyaitu i: iSemua iorang iyang iditahan iatau idipenjarakan idalam 

ibentuk iyang ibagaimanapun iharus idiperlakukan isecara imanusiawi idan 

idengan ipenghormatan iatas imartabat iyang iada ipada imanusia. 

Hal idi iatas ididasarkan iPada i3 ipokok ipemikiran itentang itujuan iyang 

iingin idicapai idari isuatu ipemidanaan, iiyaitu: 

1. iuntuk imemperbaiki ipribadi idari ipelaku ikejahatan iitu isendiri. 

2. iuntuk imembuat iorang iatau iindividu idan isubyek ihukum ilainnya iuntuk 

imelakukan ikejahatan. 

3. iuntuk imembuat ipelaku ikejahatan itertentu imenjadi itidak imampu iuntuk 

imelakukan ikejahatan ilain, iyaitu ipenjahat iyang idengan icara ilain isudah 

itidak idapat idiperbaikii ilagi.4 

Dimuatnya ihak-hak iterdakwa ididalam ihukum iacara ipidana isedikitnya 

itelah imemenuhi ikehendak iuntuk imelakukan ibatasan-batasan idalam iproses 

ihukum iacara, isehingga itercipta ikeserasian iantara ihak iasasi iseseorang 

idengan ipelaksanaan ihukum iacara ipidana ioleh iaparat ipenegak ihukum. 

iDengan idiberlakukannya iKUHAP iyang itidak ihanya imenggantikan iproduk 

ihukum ikolonial, itetapi ilebih idari iitu iia imembawa iperubahan iyang 

imendasar idalam itatanan ihukum ipositif, iterutama imengenai ihukum iacara 

ipidana. 

                                                             
4(Lamintang, 2016), Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Bandung, edisi 

revisi hlm.11. 



  

Salah isatu ihal iyang iterkandung ididalam KUHAP adalahi 

iditempatkannya ihak-hak iasasi imanusia isebagai ijaminani terhadap 

iperlindungan i iharkat idan imartabat imanusia isecara iproporsional. Hal 

itersebut idimaksudkani iuntukimelindungi ihak iterdakwa ipadaiproses 

ipemeriksaan itingkat ipenyidikan, inamun i idalam ikenyataanya imasih ibanyak 

ihak-hak iseorang iterdakwa i yang idijadikan isebagai itahanan itidak i idihargai 

iserta idilaksanakan ioleh iaparat ipenegak ihukum, ikhususnya i ipada itingkat 

ipenyidikan. iBahkan iterdapat ihak-hak iterdakwa iyang idilanggar. 

 iSuatu inegara i iberdasarkan ihukum iharus i imenjamin ipersamaan 

i(equality) isetiap i iindividu, itermasuk ikemerdekaan i iindividu iuntuk iuntuk 

imenggunakan ihak iasasinya. i i iDalam inegara ihukum ikedudukan idan i 

ihubungan iindividu i idengan i inegara iharus i iseimbang, ikedua_ iduanya 

imemiliki i ihak idan ikewajiban idan i idilindungi ihukum. iUndang-undang iNo.8 

iTahun i1981 iTentang iHukum iAcara iHukum iPidana imengatur isecara ijelas 

idan itegas ihal-hal iyang iberkaitan idengan ihak-hak iterdakwa. iDan isetiap 

ipihak iwajib imenghormati ihak-hak iterdakwa itersebut. iAdapun hak-hak 

terdakwa yang diatur dalam KUHAP sebagai berikut 

1. Hak prioritas penyelesaian  perkara (Pasal 50KUHAP). 

2. Hak persiapan pembelaan (Pasal 51 KUHAP). 

3. Hak memberi keterangan secara bebas (Pasal 52 KUHAP). 

4. Hak mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 Ayat (1) dan (2) KUHAP). 

5. Hak memilih sendiri penasehat hukumnya. (Pasal 54 KUHAP). 



  

6. Hak mendapatkan bantuan hukum Cuma-Cuma (Pasal 56 Ayat (1) dan (2) 

KUHAP). 

7. Hak menghubungi penasehat hukum (Pasal 57 Ayat (1) KUHAP). 

8. Hak kunjungan untuk dokter pribadi (Pasal 58 KUHAP). 

9. Hak untuk diberitahukan tentag penahanan atas dirinya ( Pasal 59 KUHAP) 

10. Hak diberitahukan, menghubungi atau menerima kunjungan keluarga dan sanak 

keluarganya (Pasal 60 dan 61 KUHAP). 

11. Hak menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP). 

12. Hak mengajukan saksi (Pasal 65 KUHAP). 

Pada masa pandemi ini tatap muka atau pertemuan secara langsung harus di 

kurangi untuk memutuskan tali penyebaran virus ini, dari hal  ini bisa kita 

bayangkan apakah hak terdakwa seperti menerima kunjungan dari dokter pribadi, 

atau menerima kunjungan dari keluarga dan sanak keluarganya terpenuhi atau tidak, 

karena seperti yang kita tahu, kita harus mengurangi kontak secara langsung seperti 

tatap muka dengan seseorang, dan menghindari keramaian agar tidak menyebabkan 

semakin maraknya penyebaran virus ini. Maka dari itu dapat dilihat apakah ada 

hak-hak terakwa yang tidak terpenuhi, selama masa terdakwa di titipkan di dalam 

rumah tahanan negara Klas 1 palembang, 

Dari hal diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkajinya lebih 

lanjut dalam skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Terdakwa Di Rumah 

Tahanan Negara Klas 1 Palembang pada masa pandemi COVID-19”. 



  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan serta uraian dari latar belakang diatas, maka penulis 

menyimpulkan dua permasalahan yang akan menjadi batasan dalam penelitian ini, 

yaitu : 

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak terdakwa di rumah tahanan negara Klas 1 

palembang pada masa Pandemik COVID-19 ? 

2. Apakah ada hambatan terhadap pemenuhan hak-hak terdakwa di Rumah 

Tahanan Negara Klas 1 Palembang? 

C. Tujuan penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penulis yang ingin dicapai oleh penulis adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah hak-hak terdakwa di rumah 

tahanan negara Klas 1 palembang pada masa Pandemik COVID-19 

terpenuhi. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah ada hambatan terhadap 

pemenuhan hak-hak terdakwa di Rumah Tahanan Negara Klas 1 

Palembang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

penulis dan pembaca, antara lain :  



  

 Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

penjelasan dan informasi kepada penulis dan masyarakat sebagai 

pengembangan dan ilmu pengetahuan dan untuk penambahan pustaka agar 

bermanfaat bagi bidang keilmuan hukum pidana. 

 Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

masukan secara praktis, dipergunakan sebagai bahan kajian, refererensi, 

pedoman serta pengetahuan hukum pidana untuk para pembaca, khususnya 

mahasiswa, masyarakat umum, ataupun praktisi mengenai Pemenuhan Hak-

Hak Terdakwa Di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang Pada Masa 

Pandemi COVID-19. 

E. Ruang Lingkup 

Penelitian ini dibatasi pada bahasan mengenai perlindungan terhadap hak-hak 

terdakwa dan hambatan dalam pemenuhan hak-hak terdakwa tersebut di rumah 

tahanan negara Klas 1 palembang pada masa Pandemik COVID-19.  

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Denganihadirnyaihukumidalamikehidupanibermasyarakat,iberdunaiuntuk

imengintegrasikanidanimengkoordinasikanikepentinganiyangibiasaibertentang

aniiantaraisatuisamaiilain.iMakaidariiitu,ihukumiharusibisaiimengintegrasikan

nyaisehinggaibenturan-



  

benturanikepentinganiituidapatiditekaniseminimalimungkin.iPengertianitermin

ologyihukumiidalamiBahasaiIndonesiaiimenurutiKBBIiadalahiperaturaniatauia

datiyangisecvarairesmiidianggapimengikat,iyangidikukuhkaniolehipenguasaiat

aupunipemerintah,iundangundang,iperaturan,idanisebagainyaiuntukiimengaturi

pergaulanihidupimasyarakat,ipatokaniatauiikaidahitentaangiperistiwaialamitert

entu,ikeputusaniatauipertimbanganiyangiditetapkaniolehihakimidalamipengadi

lan,iatauivonis. 

MenurutiMuchsin,iiperlindunganihukumiyaituisuatuihaliyangiimelindun

giisubyeksubyekihukumimelaluiiperaturaniperundangundanganiiyangiberlakui

danidipaksakanipelaksanaanyaidenganisuatuiisanksi.iPerlindunganihukumidap

atidibedakanimenjadiiduaiyaitu:5 

a. Perlindungan Hukum Preventif  

Perlindunganihukumipreventifiadalahiperlindunganihukumiyangidiber

ikanipemerintahidenganibertujuanimencegahisebelumiterjadinyaipelanggara

nidanisengketa.ihaliimiiterdapatidalamiperaturaniperundangundanganidenga

nimaksudiuntukimencegahipelanggaraniatauitindakiipidana,isertaimemberik

anirambu-rambuiatauiiBatasanbatasanidalamiimelakukanisebuahikewajiban. 

b. Perlindungan Hukum Represif  

Perlindungan hukum Represif ialah perlindungan hukum yang berupa 

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila 

sudah terjadi suatu pelanggaran atau suatu tindak pidana. 

                                                             
5(Muchsin, 2003),  Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia,  

Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 20 



  

Dalam Undang – Undang No. 39 tahun  1999 tentang Hak  Asasi 

Manusia (HAM), Pwrlindungan hukum  ialah daya upaya yang dilakukan 

secara sadar  oleh  seseorang maupun  Lembaga pemerintyah,  swasta yang 

bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan  dan pemenuhan 

kesejahteraan hidup  sesuai dengan hak  asasi. Perlindungan hukum terhadap 

anak sendiri salah satu bentu usaha dalam melindungi untuk memperoleh dan 

mempertahankan hak hidupnya, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh 

kembang dan perlindungan dalam menjalankan hak dan kewajibannya. 

 

2. Teori Hukum Alam \ Natural Law 

Didalam teori ini, hak asasi manusia dipandang sebagai hak Kodrat (hak 

yang sudah melekat pada diri manusia sejak lahir) dan jika manusia tersebut 

meninggal, maka hak-hak yang dimilikinya pun juga akan hilang. Hak asasi 

manusia memiliki sifat otonom (independent), yang artinya terlepas dari pengaruh 

Negara sehingga tak ada alasan Negara untuk membatasi HAM tersebut. Jika hak-

hal tersebut diserahkan kepada Negara, maka Negara berhak untuk membatasi hak-

hak yang melekat pada manusia itu. Menurut John Locke, semua individu 

dikaruniai oleh alam, hak yang iheren atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang 

merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh 

Negara. Tetapi John Locke juga mempostulatkan bahwa untuk menghindari 

ketidakpastian hidup didalam alam ini, umat manusia telah mengambil baigan 



  

dalam suatu kontrak sosial atau ikatan sukarela, dimana hak tersebut diserahkan 

kepada penguasa Negara.6 

 

3. Teori Sistem Hukum 

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa dalam setiap sistem hukum 

terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum(legal substance), 

sub sistem struktur hukum (legal structure), dan sub sistem budaya hukum (legal 

culture)7. Sub sistem pertama yang disebutkan dalam teori Lawrence Meir 

Friedman adalah Substansi Hukum Legal (Legal Substance) yang memiliki arti 

bahwa menentukan  bisa atau tidaknya hukumnya itu dilaksanakan. Substansi juga 

berarti  produk yang dihasilkan  oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang 

mencakup keputusan  yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.  

Lebih luas lagi Legal Substansi juga mencakup  hukum yang hidup ( living law ), 

bukan hanya aturan  yang ada dalam kitab undang-undang (law books).8 

 

G. Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah:  

1. Jenis Penelitian 

Dalam ipembahasan ipermasalahan ipenelitian iini, ipenulis 

imenggunakan ipendekatan iyuridis iempiris. iPendekatan iyuridis iempiris 

                                                             
6 SATRIOWICKSN. (2015). “teori teori HAM” 

https://satriowicksn.wordpress.com/2015/04/01/teori-teori-ham/#_ftn1 diaksespada tanggal 
21januari 2022 pukul 07.23 

7 M. Friedman, Lawrence, American Law An Introduction, 2nd Edition, (Hukum Amerika: 

Sebuah Pengantar) Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 6-8. 
8 Ibid. 

https://satriowicksn.wordpress.com/2015/04/01/teori-teori-ham/#_ftn1


  

idilakukan idengan imempelajari iteori-teori, ikonsep-konsep idan iperaturan-

peraturan iyang iada ikatiyannya idengan imasalah iyang idibahas, iserta 

imengadakan ipenelitian ilapangan, iyaitu idengan imelihat ifakta-fakta iyang 

iada idi ilapangan.9 i(Dengan ikata ilain, imenurut iSoejono iSoekanto idan 

iSri iMamuji, imenjelaskan ibahwa ipenelitian ihukum iempiris iadalah 

ipenelitian ihukumyang idilakukan idengan icara imeneliti idata iprimer.10 

2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

dua jenis dan sumber data yaitu :  

a. Data Primer 

Data primer meruapkan data-data yang diperoleh secara langsung 

dalam penelitian melalui interview atau wawancara langsung dengan 

responden dan narasumber11. Sumber data diperoleh secara langsung 

dengan melakukan wawancara pada Rumah Tahanan Negara Klas 1 

Palembang 

b. Data Sekunder 

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian 

bahan-bahan Pustaka atau literatur, yang terdiri dari :  

                                                             
9 (Ali, 2010), Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 24. 
10 (Soerjono & Majmudji, 2010), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta , Raja Grafindo Persada, hlm 14. 
11 (Ashofa, 2002), Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.91. 



  

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yakni 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

permasalahan seperti KUHP, KUHAP. 

2) Bahan iHukum isekunder imerupakan ibahan ihukum iyang 

imemberikan ipenjelasan iterkait ibahan ihukum iprimer, iyaitu 

iberupa: i 

a) Buku-buku iyang iberkaitan idengan ijudul idan ipermasalahan 

iyang idikaji idalam ipenulisan ihasil ipenelitian iini. 

b) Hasil ipenelitian idan ikarya itulis iilmiah iyang iberkaitan 

idengan ipenulisan ihasil ipenelitian iini. 

c) Makalah-makalah ihasil iwebseminar idberkaitan idengan 

ipenulisan ihasil ipenelitian iini. 

d) Jurnal ihukum idan iliteratur ilainnya iyang iberkaitan idengan 

ipenulisan ihasil ipenelitian iini. 

3) Bahan ihukum itersier imerupakan ibahan ihukum iyang 

imemberikan ipenjelasan idan ipetunjuk ikepada ibahan ihukum 

iprimer idan ibahan ihukum isekunder, iberupa: i 

a) Kamus iHukum 

b) Kamus iBesar iBahasa iIndonesia 

c) Ensiklopedia Terkait 

d) Internet, dst. 



  

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, 

yaitu :  

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statue Approach) 

Pendekatan perundang-undangan adalah cara yang ditempuh 

dengan mengkaji segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.12 

b.  Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach) 

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan penelitian berupa studi 

empiris yang bertujuan untuk menemukan teori-teori terkait proses 

terjadi dan bekerjanya hukum di masyarakat. 

4. Metode Pengumpulan data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitain ini 

dilakukan melalui dua cara, yakni mlelaui penelitian lapangan (field research) 

dan penelitian pustaka (library research). 

5. Lokasi Pengumpulan Data 

Lokasi pengumpulan data dalam penelitian yang akan  dilakukan oleh 

penulis, pada Rumah Tahanan Negara Klas 1 Palembang. 

6. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

                                                             
12 (Ishaq, 2017), Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis dan 

Disertasi),Penerbit Alphabeta, Bandung, hlm.69. 



  

Populasi adalah kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan 

waktu dengan kualitas tertentu yang akan diteliti.13 Dalam melakukan 

penelitian ini, populasi yang digunakan adalah Rumah Tahanan Negara 

Klas 1 Palembang. 

b. Sampel 

Sampel penelitian adalah   bagian dari populasi yang dijadikan 

subyek penelitian sebagai “wakil” dari para  anggota populasi.14 Maka 

dari itu, yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah :  

1) Suparman, A. Md. I. P., S.H. M.H. Selaku Kasi Yantah 

RUTAN 

2) Terdakwa 

Mudzakir Sai Sohar, Yan Satyananda, Rendi, Rustam Efendi, 

Alfin Candra,  Paraitno, Raden Rendy, Husin, Risky Rian,  

Irzan Sani. 

Teknik penarikan sampel dalam penulisan penelitian ini adlaah 

dengan menggunakan teknik penarikan purposive sampling yaitu 

diperoleh melalui informasi dan pendapat yang didapatkan dari 

narasumber yang ditentukan oleh peneliti  berdasarkan kriteria khusus 

terutama orang-orang yang dianggap ahli. 

                                                             
13 (Supardi, 2005), Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis, UII Press Yogyakarta, 

Yogyakarta, hlm 102. 
14Ibid., hlm.114 



  

7. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penulisan hasil penelitian ini 

adalah menggunakan metode penyusunan data kualitatif yang diperoleh 

secara komprehensif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan   

memahami realitas sosial, yaitu melihat kenyataan (das sein) dari apa adanya, 

bukan yang seharusnya (das sollen).15 

8. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan  keimspulan merupakan suatu  bentuk dari hasil  akhir 

penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan  

merupakan  jawaban atas rumusan masalah dlaam penelitian  yang 

dikemukakan secara jelas, singkat padat, dan  tepat sasaran terkati kebenaran 

hipotesa suatu  penelitian. Penarikan kesimpulan dalam hukum a quo 

dilakukan secara deduktif, yaitu bermula dengan penjabaran tentang hal-hal 

umum kemudian menjurus atau berakhir ke hal khusus.16 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk menegetahui dan memahami lebih jelas terkait penelitian ini, maka 

penulis akan menyajikan penelitian ini ke dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika 

penyampaian hukum a quo sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

                                                             
15(Lutfiyah, 2020), “Metode Penelitian Kualitatif” (Sistematika Penulisan Kualitatif),  

https://fitwiethayalisyi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/metode-penelitian-kualitaif-

sistematika-penelitian-kualitatif/ diakses pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 16.30 
16(Humaniora, 2018), “ Memahami Penalaran Deduktif, Induktif dan Salah Nalar”, 

https://www.kompasiana.com/bugarsinar/5c040d9cab12ae425772afd3/penalaran-deduktif-

induktif-dan-salah-nalar diakses pada tanggal 29 Agustus 2020 pukul 11.30 

https://fitwiethayalisyi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/metode-penelitian-kualitaif-sistematika-penelitian-kualitatif/
https://fitwiethayalisyi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/metode-penelitian-kualitaif-sistematika-penelitian-kualitatif/
https://www.kompasiana.com/bugarsinar/5c040d9cab12ae425772afd3/penalaran-deduktif-induktif-dan-salah-nalar
https://www.kompasiana.com/bugarsinar/5c040d9cab12ae425772afd3/penalaran-deduktif-induktif-dan-salah-nalar


  

Pada bab ini terdiri atas Latar Bleakang,  Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, dan Metode Penelitian.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini terdiri dari tinjauan  umum tentang pengertian hukum pidana, 

terdakwa, hak-hak terdakwa. 

BAB III : PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan  membahas dan menjawab rumusan maslaah yang telah 

ditulisakn berdasar latar belakang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.  

1. Apakah hak-hak terdakwa di rumah tahanan negara Klas 1 palembang pada 

masa Pandemik COVID-19 terpenuhi? 

2. Apakah ada hambatan terhadap pemenuhan hak-hak terdakwa di Rumah 

Tahanan Negara Klas 1 Palembang? 

BAB IV : PENUTUP  

Penulis dalam bab ini akan memberikan kesimpulan atas penelitian dan saran terkait 

permasalahan yang telah  dilakukan pengkajian. 
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